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ABSTRAK 

Pada Oktober 2004, terjadi konflik di Thailand Selatan antara Pemerintah Thailand 

dengan Muslim Pattani. Akar konflik dimulai ketika Kesultanan Pattani dijadikan wilayah 

Kerajaan Siam melalui Traktat Anglo-Siam tahun 1902. Pengabaian budaya yang berupa 

agama dan bahasa ini menjadi penyebab konflik. Konflik Pattani ini telah menarik respon 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk terlibat menangani isu Muslim Pattani. Dianalisis 

dengan menggunakan konsep Organisasi Internasional, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa peran dan fungsi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai organisasi 

internasional dapat meredakan arus konflik dan mengurung konflik agar tidak meluas. 

Kata Kunci: Organisasi Kerjasam Islam (OKI), Isu Muslim Pattani, Organisasi 

Internasional 

ABSTRACT 

In October 2004, there was a conflict in Southern Thailand between the Thai Government 

and Muslim Pattani. The root of the conflict began when the Pattani Sultanate was made 

a territory of the Kingdom of Siam through the Anglo-Siam Treaty in 1902. The neglect of 

culture in the form of religion and language was the cause of the conflict. This Pattani 

conflict has attracted the response of the Islamic Cooperation Organization (OIC) to get 

involved in handling the Pattani Muslim issue. Analyzed using the concept of International 

Organizations, this study concludes that the role and function of the Organization of 

Islamic Cooperation (OIC) as an international organization can reduce the flow of conflict 

and contain the conflict so that it does not spread. 

Keywords: Islamic Cooperation Organization (OIC), Muslim Pattani Issues, 

International Organizations 
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PENDAHULUAN  

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah organisasi antar pemerintah terbesar kedua 

setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di 

empat benua. OKI diadakan guna untuk melindungi kepentingan dunia Muslim dengan semangat 

mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional diantara berbagai orang di dunia. 

Organisasi ini didirikan atas keputusan Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Rabat, 

Kerajaan Maroko pada Rajab ke-13, 1389 Hijria (25 September 1969) setelah peristiwa 

pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. 

Pada tahun 1970, pertemuan pertama Konferensi Islam Menteri Luar Negeri (ICFM) 

memutuskan untuk membentuk sekretariat permanen di Jedddah yang dipimpin oleh Sekretaris 

Jenderal. Piagam OKI pertama diadopsi oleh ICFM ketiga yang diadakan pada tahun 1972. 

Piagam tersebut menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan tujuan mendasar untuk memperkuat 

solidaritas dan kerjasama diantara Negara-negara anggota. Piagam ini diamandemen untuk 

mengimbangi perkembangan yang telah terurai di seluruh dunia (The Organization of Islamic 

Cooperation). 

Secara statistik, ada lebih dari 500 juta Muslim yang tinggal di negara-negara non-

Muslim. Minoritas Muslim ini merupakan sepertiga dari keseluruhan populasi Muslim di dunia. 

Setelah mempertimbangkan jumlah besar minoritas Muslim di seluruh dunia dan kompleksitas 

dimensi sosial, politik dan budaya yang mungkin dihadapi oleh orang-orang Muslim, OKI 

membentuk Departemen Minoritas dan Komunitas Muslim. Departemen ini merupakan platform 

bagi OKI untuk mengatasi berbagai masalah minoritas dan Komunitas Muslim. Departemen ini 

merupakan instrumen bagi OKI untuk menjangkau minoritas Muslim di negara-negara tersebut 

dan mengatasi masalah mereka jika dianggap perlu (Waesahmae, 2012). 

Selama pelaksanaannya, OKI berupaya menangani isu kelompok Muslim minoritas yang 

terjadi di negara non-anggota. Seperti upaya perdamaian di wilayah Mindanao yang terjadi 

antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberated Front (MNLF). Upaya yang 

dilakukan OKI atas isu ini adalah membentuk Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan. OKI 

juga terlibat dalam bantuan kemanusiaan di Somalia. Selain itu, pada isu Muslim Pattani yang 

terjadi antara Pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim di Thailand Selatan, upaya yang 

dilakukan OKI adalah dengan merumuskan resolusi untuk isu tersebut (Prodromou, 2014). 



Muslim Melayu merupakan etnis pribumi yang mendiami Pattani, salah satu propinsi di wilayah 

perbatasan Selatan negara Thailand. Identitas ini terbentuk sebagai akibat adanya asimilasi 

antara Islam di satu sisi dan Melayu di sisi yang lain. Bagi masyarakat Pattani, menjadi muslim 

tidaklah cukup, tetapi syarat kesempurnaannya sebagai muslim adalah menjadi Melayu. 

Asimilasi inilah yang membentuk identitas sekaligus karakter etnisitas Muslim di wilayah 

Pattani yang membedakannya dengan komunitas muslim lainnya di wilayah Thailand.  

Asimilasi religiusitas (ajaran Islam mazhab Syafi’i) dengan etnisitas (tradisi Melayu) 

membentuk ethno-religius-nationalism. Budaya bentukan ini menjadi alasan masyarakat Muslim 

Pattani untuk terus mempertahankan diri dari serbuan budaya luar, termasuk budaya Siam yang 

didukung sepenuhnya oleh pemerintah Thailand. Karakter asli dari Muslim Melayu Pattani 

tidaklah bersifat radikal, dalam arti toleransi terhadap perbedaan adat istiadat maupun tradisi 

lain. Akan tetapi, karakter tersebut dapat berubah mejadi militan ketika ada ancaman terhadap 

eksistensi kebudayaannya. Hal inilah yang menjadi landasan munculnya resistensi yang 

berujung pada terjadinya konflik antara Muslim Melayu dengan pemerintah Thailand (Sodiqin, 

2016: 34). 

Konflik ini memunculkan gerakan perlawanan dari masyarakat Pattani yang dipahami 

sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan 

menuntut diberhentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Dalam perjuangan dan 

perlawanannya mewujudkan otonominya, masyarakat Pattani membentuk organisasi bernama 

Gabungan Melayu Pattani Raya (GEMPAR), didirikan di negeri Kelantan, Malaysia pada 5 

Maret 1948, dipimpin oleh Muhammad Mahayyidin. Selain organisasi GEMPAR tersebut, pada 

tahun 1980-an muncul juga organisasi pergerakan perjuangan yang berorientasi kemerdekaan 

Pattani seperti Pattani United Liberation (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani 

(BNPP), dan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Selain itu juga muncul gerakan Jama’ah 

Dakwah Tabligh, gerakan fundamentalis (dikenal dengan gerakan Wahabi atau kaum muda), 

gerakan pelajar, umumnya gerakan-gerakan tersebut membawa simbol keagamaan, kebangsaan 

dan kebudayaan sebagai asas dan tujuan utama (Sulong & Machali, 2016: 152). 

Konflik Pattani mencapai puncaknya pada April 2004, ketegangan terjadi hampir di 

seluruh wilayah Thailand Selatan. Adanya organisasi-organisasi tersebut berpengaruh besar 

pada gerakan pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan. Serangan-serangan yang 



dilancarkan kepada pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, serangan yang terjadi juga 

semakin terarah dan terkoordinasi. Kekerasan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan kemudian 

berkembang dan semakin meluas. Para pemberontak tidak hanya menyerang aparat negara dan 

sarana pemerintah saja, namun mulai melakukan serangan dan pengeboman di kawasan publik 

dan mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil (Pramudita, Fasisaka, & Resen, 2015: 

2). Setelah berhasil melakukan penyerangan, puluhan militan mundur ke Mesjid Krue-Se yang 

dianggap oleh penduduk Muslim sebagai Mesjid tersuci di Pattani. Pergerakan ini dianggap 

sebagai titik kelemahan militan Muslim sehingga militer Thailand diberikan kewenangan untuk 

melakukan tindakan fisik dan penggunaan senjata tajam untuk menangkap kelompok saparatis 

yang berkumpul di Mesjid Krue-Se. Kewenangan itu diberikan langsung oleh Wakil Perdana 

Menteri Thailand Chavalit Yongchaiyudh. Jenderal Paloop Pinmanee yang saat itu bertugas 

sebagai komandan memerintahkan untuk menyerang Mesjid berikut militan yang bersembunyi 

di dalamnya. Penyerangan terhadap rumah ibadah ini mendapat kecaman dari masyarakat dan 

juga menigkatkan intensitas konflik. 

Pada Oktober 2004, 1.500 demostran berkumpul di kantor polisi Tak Bai Narathiwat. 

Aksi demonstrasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menunjukan aksi protes mereka terhadap 

kebijakan darurat militer yang diberlakukan oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan, dan 

juga menuntut pembebasan enam orang anggota mereka yang terlibat pemberontakan Krue-Se. 

Setelah berlangsung beberapa jam, aksi demonstrasi ini menjadi tidak terkendali. Karena situasi 

yang semakin kacau, militer Thailand mulai memberikan tembakan peringatan ke udara, dan 

kemudian melakukan tembakan langsung ke arah demonstran dengan menggunakan peluru 

tajam. Insiden penembakan memakan tujuh korban jiwa, sementara 1300 demostran lain yang 

ditangkap dipaksa ditumpuk dalam truk kepolisian menuju Inkayut Army Camp, 78 demostran 

tewas sesak nafas dan cedera serius (Wulandari, 2018: 51). 

Dari latar belakang permasalahan di atas tentang bagaimana peran dan fungsi OKI 

sebagai Organisasi Internasional dan dinamika isu Muslim Pattani di Thailand Selatan, menarik 

untuk dikaji lebih jauh tentang bagaimana upaya Organisasi Kerjasama Islam menangani isu 

Muslim Pattani di Thailand Selatan? 

 

 



METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan penelitian tentang upaya Organisasi Kerjasama Islam menangani isu 

Muslim Pattani di Thailand Selatan ini, penulis melakukan penelitian menggunakan metode 

kualitatif dengan tahapan: pengumpulan data, analisis data dan penulisan laporan. Untuk 

pengumpulan data, penulisan menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan cara 

mengumpulkan data dan memilih sumber dari buku pustaka, jurnal, laporan penelitian, e-book, 

majalah, dan sumber elektronik (internet) yang membantu menunjang pengumpulan dan 

memberikan informasi mengenai topik pembahasan. 

KERANGKA TEORI 

 Untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana upaya Organisasi Kerjasama Islam 

menangani isu Muslim Pattani di Thailand Selatan, maka penulis menggunakan konsep yang 

dianggap relevan dalam analisis penulisan skripsi ini. Konsep yang penulis gunakan yaitu, konsep 

Organisasi Internasional. 

1. Organisasi Internasional 

Negara mempertahankan posisinya sebagai unit politik utama hubungan internasional. Meskipun 

dinamisme dan turbulensi urusan dunia kontemporer dan munculnya aktor-aktor non-negara yang 

berkembang, hubungan transnasional, dan saling ketergantungan yang kompleks, negara enggan 

mengorbankan kedaulatan kepada entitas supernasional. Harus diingat, bagaimanapun, bahwa 

negara seperti yang kita kenal sekarang tidak selalu menjadi dasar urusan politik. Pada 

kenyataannya, hanya dalam 350 tahun terakhir negara mengambil peran dominannya dan hanya 

dalam dekade terakhir negarasebagai bentuk organisasi untuk penataan kehidupan politik manusia 

yang otoritatif menyebar secara global. Sementara itu, organisasi internasional mulai muncul 

hanya dalam 150 tahun terakhir dan sebelum tahun 1940-an dan 1950-an, yang jumlahnya 

mencapai puluhan terendah. Namun, setelah pertengahan abad ke-20, ratusan organisasi semacam 

itu telah dibentuk (Bennett & Oliver, 2002: 2). 

Organisasi Internasional secara sederhana didefinisikan sebagai: “Any cooperative arrangement 

instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous 

functions implemented trough periodic meetings and staff activities.” (Sebuah pengaturan bentuk 

kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan pada 



sesuatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik 

yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf yang dilakukan 

secara berkala). 

Menurut pengertian diatas, organisasi inernasional memiliki tiga unsur, yakni: 

a) Keterlibatan Negara dalam pola kerjasama; 

b) Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala; 

c) Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (international civil 

servant). 

Dalam bentuk pola kerjasama Organisasi Internasional mengalami perkembangan yang pesat, 

dimana organisasi internasional telah menonjolkan perannya yang bukan melibatkan Negara 

beserta pemerintahnya saja. Negara tetap merupakan aktor dominan di dalam berbagai bentuk 

kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non-

pemerintah yang bertambah jumlahnya. Dengan demikian organisasi internasional didefinisikan 

secara lengkap, yakni: “pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari 

berbagai struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan maupun diproyeksikan untuk 

berlangsung serta melaksanakan berbagai fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga 

guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik 

antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada 

negara yang berbeda” (Rudy, 2009, 2-3). 

Organisasi Internasional makin bertumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

antar-bangsa guna adanya suatu wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. 

Dalam menjalankan aksinya, Organisasi Internasional memiliki perandanfungsinya. Adapun peran 

dari Organisasi Internasional yakni sebagai berikut: 

1) Wadah atau forum untuk menggalang sebuah kerjasama serta mencegah atau 

mengurangi adanya intensitas konflik. 

2) Sebagai sebuah sarana dalam melakukan perundingan dan menghasilkan keputusan 

bersama yang saling menguntungkan. 



3) Lembaga yang mandiri dalam melaksanakan setiap kegiatan yang diperlukan 

(antara lain: kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan guna pelestarian lingkungan 

hidup, pemugaran monumen bersejarah, dan lain-lain). 

Sedangkan fungsi dari Organisasi Internasional yakni: 

1) Tempat berhimpunnya Negara-negara anggota bila Organisasi Internasional itu 

IGO (antara-negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat maupun lembaga 

swadaya masyarakat bila Organisasi Internasional itu INGO (non-pemerintah). 

2) Untuk menyusun dan merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan 

semua anggota) dan memprakasai berlangsungnya perundingan untuk 

menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional. 

3) Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma maupun 

rejim-rejim internasional. 

4) Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan merintis 

akses komunikasi bersama dengan non anggota (dapat berupa Negara lain yang 

bukan anggota maupun dengan Organisasi Internasional lainnya). 

5) Penyebarluasan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh sesama anggota (Rudy, 

2009: 27-28). 

Kemudian Umar Bakry telah mengklasifikasikan Organisasi Internasional menjadi 

Intergovernment Organization (IGO) dan Non-Government Organization (NGO). Intergoverment 

Organization (IGO) merupakan organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara yang 

berdaulat, yang mana mereka kemudian melakukan pertemuan secara regular dan memiliki staf 

yang fulltime, dan umumnya memiliki keanggotaan yang bersifat sukarela (Bakry, 1999). Adapun 

karakteristik umum antara IGO dan INGO yaitu: (1) organisasi permanen untuk menjalankan 

serangkaian fungsi yang berkelanjutan; (2) keanggotaan sukarela dari pihak yang memenuhi 

syarat; (3) instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasi; (4) organ 

konferensi konsultatif yang mewakili secara luas; dan (5) sekretariat permanen untuk menjalankan 

fungsi administrasi, penelitian, dan informasi yang berkelanjutan. IGO, selain itu dibentuk oleh 

perjanjian dan biasanya, untuk menjaga kedaulatan negara, beroperasi pada tingkat persetujuan, 

rekomendasi, dan kerja sama  dari pada melalui paksaan atau penegakan (Bennett & Oliver, 2002: 

2). Tujuan utama IGO adalah menciptakan mekanisme bagi penduduk dunia untuk bekerja lebih 



berhasil bersama di bidang perdamaian dan keamanan, dan juga untuk menangani masalah 

ekonomi dan sosial. Di era globalisasi ini, IGO telah memainkan peran yang sangat signifikan 

dalam sistem politik internasional dan pemerintah global. Sedangkan Non-Government 

Organization (NGO) merupakan Organisasi non-pemerintah, definisi ini mengacu pada Yearbook 

of International Organizations yang mana menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi yang 

terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan ataupun memiliki 

hubungan secara resmi dengan pemerintah di suatu Negara (Hariani, 2017: 4).Pada penelitian ini, 

penulis akan menganalisis upaya dari OKI sebagai sebuah IGO dengan menggunakan beberapa 

poin dari peran yaitu poin pertama dan kedua dengan poin keempat dari fungsi Organisasi 

Internasional yang telah dijelaskan sebelumnya. 

ANALISIS: 

Dinamika Organisasi Kerjasama Islam 

 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi terbesar kedua setelah 

Perserikatan Bangsa-bangsa dengan beranggotakan 57 negara tersebar lebih dari empat benua. Ini 

adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi yang bersifat antarpemerintah ini berupaya untuk 

menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian 

internasional dan harmoni antar berbagai orang di dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan 

keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijryah (25 

September 1969) setelah pembakaran Mesjid Al-Aqsa, Yerusalem. OKI sendiri memiliki prinsip 

organisasi yang pada dasarnya untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara terutama 

negara Muslim (Organisation of Islamic Cooperation). 

Hal-hal yang berkaitan dengan OKI diatur didalam Piagam OKI dan Piagam tersebut 

merupakan dokumen legal tertinggi OKI. Piagam OKI dirumuskan dalam dua pertemuan pada 

masa awal yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri para raja, kepala negara, 

dan kepala pemerintahan negara-negara Anggota di Rabat, Maroko dari 22 hingga 25 September 

1969 dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-III pada bulan Februari 1972 di Jeddah, Arab 

Saudi. 

Pada Konferensi Tingkat Menteri di Jeddah tersebut, OKI telah merumuskan tujuan 

organisasinya yang tertuang di dalam Piagam OKI yaitu: 



1) Untuk meningkatkan dan mengonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara 

Negara-negara Anggota; 

2) Untuk mejaga dan melindungi kepentingan bersama dan mendukung tujuan sah Negara-

negara Anggota dan mengoordinasikan dan menyatukan upaya Negara-negara Anggota 

dalam pandangan tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan komunitas 

internasional pada umumnya; 

3) Untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri dan tidak campur tangan urusan dalam 

negeri dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial dari 

masing-masing Negara Anggota; 

4) Untuk mendukung pemulihan kedaulatan lengkap dan itegritas teritorial dari setiap Negara 

Anggota yang  diduduki, sebagai hasil dari agresi, berdasarkan hukum internasional dan 

kerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang relevan; 

5) Untuk memastikan partisipasi aktif Negara-negara Anggota dalam proses pengambilan 

keputusan politik, ekonomi, dan sosial global untuk mengamankan kepentingan bersama 

mereka; 

6) Untuk mempromosikan hubungan antar negara berdasarkan keadilan, saling menghormati 

dan bertetangga baik untuk memastikan perdamaian, keamanan, dan harmoni global; 

7) Untuk menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana 

diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional; 

8) Untuk mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina untuk menggunakan hak mereka 

untuk penentuan nasib sendiri dan mendirikan Negara berdaulat mereka dengan Al-Quds 

Al-Shaif sebagai ibukotanya, sambil menjaga karakter historis dan Islamnya serta tempat-

tempat suci di dalamnya; 

9) Untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan intra-Islam; untuk mencapai 

integrasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan Pasar Bersama Islam; 

10) Untuk mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang 

berkelanjutan dan komprehensif dan kesejahteraan ekonomi di Negara-negara anggota; 

11)   Untuk menyebarkan, mempromosikan dan melestarikan ajaran dan nilai-nilai 

Islam berdasarkan meoderasi dan toleransi, mempromosikan budaya Islam dan melindungi 

warisan Islam; 



12) Untuk melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya, untuk 

memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog di antara peradaban dan 

agama; 

13) Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

mendorong penelitian dan kerjasama di antara Negara-negara Anggota dalam bidang-

bidang ini; 

14) Untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan 

mendasar termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, pemuda, orangtua dan orang-orang 

dengan kebutuhan khusus serta pelestarian nilai-nilai keluarga Islam; 

15) Untuk menekankan, melindungi dan mempromosikan peran keluarga sebagai unit 

alami dan fudamental masyarakat; 

16) Untuk melindungi hak-hak, martabat dan identitas agama dan budaya komunitas 

Muslim dan minoritas di negara-negara non-anggota; 

17) Untuk mempromosikan dan mempertahankan posisi terpadu tentang masalah-

masalah yang menjadi kepentingan bersama dalam forum internasional; 

18) Untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan 

manifestasinya, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, korupsi, pencucian uang, dan 

perdagangan manusia; 

19) Untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam keadaan darurat kemanusiaan seperti 

bencana alam; 

20) Untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang sosial, budaya, dan informasi 

diantara Negara-negara Anggota. 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dipaparkan sebelumnya, Negara-negara Anggota 

harus dibimbing dan diilhami oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang dan bertindak sesuai dengan 

prinsip-prinsip berikut: 

1) Semua Negara Anggota berkomitmen untuk tujuan dan prinsip Piagam PBB; 

2) Negara-negara Anggota berdaulat, independen dan setara dalam hak dan 

kewajiban; 



3) Semua Negara Anggota harus menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-

cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan 

dalam hubungan mereka; 

4) Semua Negara Anggota berjanji untuk menghormati kedaulatan nasional. 

Kemerdekaan dan integritas teritorial dari Negara Anggota lainnya dan harus 

menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal negara lain; 

5) Semua Negara Anggota berjanji untuk berkontribusi pada pemeliharaan 

perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tidak ikut campur tangan dalam 

urusan internal masing-masing sebagaimana diabadikan dalam Piagam ini, Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hukum Internasional dan Hukum Humaniter 

Internasional; 

6) Sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB, tidak ada yang terkandung dalam 

Piagam ini yang akan memberi wewenang kepada Organisasi dan Organ-organnya 

untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi 

domestik Negara manapun atau terkait dengannya; 

7) Negara-negara Anggota wajib menjunjung tinggi dan mempromosikan, di tingkat 

nasional dan internasional, pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia 

dan kebebasan mendasar, dan aturan hukum; 

8) Negara-negara Anggota harus berusaha untuk melindungi dan melestarikan 

lingkungan (The Organisation of the Islamic Cooperation). 

Uraian diatas menjelaskan bahwa OKI mengonsolidasikan ikatan persaudaraan dan 

solidaritas diantara negara anggota, dan OKI juga menekankan pentingnya untuk menjadi 

organisasi yang baik bagi masyarakat dunia dan menghormati kedaulatan, integritas dan martabat 

negara. Oleh sebab itu, OKI merupakan organisasi yang menggabungkan unsur-unsur agama yang 

universal sesuai dengan karakteristik organisasi. 

Sejarah Muslim Pattani 

 Muslim Melayu merupakan etnis pribumi yang mendiami Pattani, salah satu propinsi di 

wilayah perbatasan Selatan negara Thailand. Identitas yang terbentuk karena asimilasi antara Islam 

di satu sisi dan Melayu di sisi lain. Islam dan kebudayaan Melayu menyatu dan tidak terpisahkan. 

Menurut masyarakat Pattani, menjadi muslim tidaklah cukup, tetapi syarat kesempurnaannya 



sebagai muslim adalah menjadi Melayu. Asimilasi inilah yang membentuk identitas sekaligus 

karakter etnisitas Muslim di wilayah Pattani yang membedakannya dengan komunitas muslim 

lainnya di wilayah Thailand. 

Keberadaan Muslim Melayu di wilayah Pattani tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

masuknya Islam di kawasan ini. Secara umum, Islam masuk wilayah Thailand dari berbagai arah, 

melalui Burma (Myanmar), Kamboja, China, India, Nusantara, Persia, dan Yaman. Pattani pada 

awalnya adalah sebuah Kesultanan dengan wilayah kekuasaannya meliputi: Pattani, Yala, 

Narathiwat, Songkhala, Kelantan, Trengganu, hingga Petaling. Keberadaan Pattani menjadi 

penting dalam proses islamisasi, karena menjadi satu-satunya kota pelabuhan dan pusat 

perdagangan Islam di perairan laut China Selatan masa itu. Kerajaan ini dianggap sebagai 

kelanjutan dari Kerajaan Langkasuka yang beragama Hindu-Budha yang berada di wilayah timur 

Semenanjung Malaya antara Senggora (Songkhala) dan Kelantan. Ibukota Langkasuka diyakini 

berada di Yarang, yaitu wilayah Pattani sekarang. Masuknya Islam ke wilayah Pattani mengubah 

kultur masyarakat termasuk kultur politiknya. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah untuk 

nama kerajaan yang didirikan, yaitu Kesultanan Pattani (Sodiqin, 2016: 34). 

Secara geografis, Pattani berada di sentral dua jalur lalu lintas perdagangan, yaitu antara 

Melayu dan negeri Asia Timur di satu sisi, dan antara Selat Malaka dan Laut Sulu di sisi yang lain. 

Jalur perdagangan ini menghubungkan Arab, India, dan benua China. Hal ini berdampak pada 

majunya perdagangan dan berakibat positif terhadap perkembangan Kesultanan Pattani. Kemajuan 

Pattani menjadikannya sebagai satu-satunya kerajaan yang memiliki wilayah yang cukup luas di 

semenanjung Laut China Selatan. 

 Kesultanan Pattani muncul sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan politik sekaligus 

ekonomi. Wilayah Johor, Pahang, dan Kelantan diintergrasikan ke dalam kekuasaanya. Zaman 

keemasan Pattani berlangsung pada masa pemerintahan empat orang ratu, yaitu Ratu Hijau (1584-

1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635) dan Ratu Kuning (1635-1651). Pada masa 

pemerintahan mereka, Pattani mencapai kestabilan politik dan ekonomi, sehingga menjadi 

kerajaan yang makmur dan dihormati oleh neger-negeri seberang, termasuk Kerajaan Ayudhya 

(asal-usul Thailand sekarang). 

Pada abad ke-17 M, Pattani mulai terjadi kemunduran. Hal ini dipicu oleh tidak adanya 

pengganti raja setelah Ratu Kuning wafat. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik internal di 



kalangan para Datuk yang berebut menduduki jabatan Perdana Menteri. Konflik internal semakin 

melemahkan kekuatan politik sekaligus ekonomi Kesultanan Pattani (Sodiqin, 2016: 35). Dalam 

keadaan seperti itu, orang-orang Siam mendapat kesempatan besar untuk menyerangnya, 

menguasai dan mengambil alih kekuasaan Kesultanan Pattani pada tahun 1785. Penguasaan orang-

orang Siam terhadap Pattani inilah yang menjadi akar perpecahan dan konflik yang 

berkepanjangan di Thailand sampai saat ini (Sulong & Machali, 2016: 148). 

Upaya Organiasi Kerjasama Islam Menangani Isu Muslim Pattani di Thailand Selatan 

 Puncak konflik yang terjadi pada tahun 2004 yaitu serangan terhadap Masjid Krue Se dan 

insiden kekerasan di Tak Bai, Narathiwat. Pada tanggal 28 April 2004, militer Thailand menyerang 

Masjid Krue Se yang di Pattani dan membantai sekelompok orang yang diduga pemberontak. 

Sementara itu, insiden kekerasan Tak Bai terjadi pada tanggal 25 Oktober 2004 yang menewaskan 

86 orang dari masyarakat Muslim Pattani dan 1300 orang ditangkap. Kejadian ini menimbulkan 

kontroversi besar dan spekulasi mulai bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang 

berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia (Gross, 2007). 

Pada saat itu, Sekretaris Jenderal dipimpin oleh Prof Ekhmelden Ihsanoglu mengecam 

kejadian yang menewaskan 86 dari masyarakat Muslim. Sekretaris Jenderal OKI menekankan 

bahwa Pemerintah Thailand harus menjamin hak-hak minoritas Muslim di negaranya. Pemerintah 

harus memperlakukan Muslim Pattani sama dengan masyarakat lainnya di Thailand tanpa adanya 

diskriminasi. Sekjen OKI juga menegaskan bahwa pentingnya dialog damai antara Pemerintah 

Thailand dengan Muslim Pattani. Sekjen OKI juga meyakinkan bahwa kedaulatan martabat dan 

integritas Thailand juga harus dihormati. 

Kecaman keras dari OKI mendapatkan respons positif dari pihak Pemerintah Thailand. 

Pemerintah Thailand mengirimkan utusan ke OKI yang dipimpin oleh delegasi tinggi Thailand, 

Nissai Vejjajiva dan utusan khusus dari Menteri Luar Negeri Thailand, Dr. Surakiart Sathirathai. 

Kunjungan ini didasarkan atas inisiatif Pemerintah Thailand dalam menanggapi kekhawatiran OKI 

terhadap wilayah Thailand Selatan. Delegasi tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal OKI di 

kesekretariatan umum OKI pada 5 Maret 2005. 

Pada pertemuan tersebut, delegasi Thailand menjelaskan fakta-fakta seputar munculnya 

kekerasan di wilayah Selatan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah 



Thailand dalam memulihkan kestabilan di wilayah Selatan. Terkait konflik kekerasan yang terjadi 

di Krue Se dan Tak Bai, Pemerintah Thailand telah membentuk tim pencari fakta untuk mencari 

kebenaran atas konflik tersebut, kemudian pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah 

perbaikan. Salah satunya adalah tindakan disiplin bagi pihak yang terlibat dalam konflik kekerasan 

tersebut dan memberikan kompensasi kepada para korban. Selain itu, delegasi menjelaskan tekad 

yang kuat dari Pemerintah Thailand untuk mempromosikan perdamaian dan keharmonisan di 

wilayah Selatan dengan mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, serta kebutuhan sosial. 

Sekretaris Jenderal mengungkapkan apresiasi yang mendalam atas informasi yang telah 

disampaikan oleh delegasi Thailand. Informasi tersebut akan disampaikan kepada negara anggota 

OKI. Mengingat status Thailand sebagai negara pengamat dalam OKI dan tentunya akan 

bersinggungan dengan negara-negara Muslim, Sekretaris Jenderal OKI menegaskan bahwa 

mereka akan menghormati kedaulatan Thailand dengan tidak mendukung setiap tindakan 

separatisme serta sangat menyesali pembunuhan orang yang tidak bersalah, terlepas dari 

keyakinan agama mereka. 

Selain itu, Sekretaris Jenderal OKI menekankan bahwa OKI siap untuk memperpanjang 

kerjasama dan bantuan dalam upaya Pemerintah Thailand untuk meningkatkan sumber ekonomi 

masyarakat Muslim Selatan. Sekretaris Jenderal juga menekankan pentingnya finalisasi oleh 

Pemerintah Thailand terhadap komisi investigasi independen yang berkaitan dengan kasus 

kekerasan 2004. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal OKI mendapatkan undangan dari 

Menteri Luar Negeri Thailand untuk berkunjung ke Thailand. Realisasi kunjungan OKI ke 

Thailand Selatan adalah untuk melihat situasi serta kehidupan Muslim disana sebelum Konferensi 

Menteri Luar Negeri OKI digelar pada akhir Juni 2005, di Sana’a, Yaman (Organisation of Islamic 

Cooperation, 2005). 

Undangan dari Thailand dipenuhi oleh OKI pada tahun 2005. Karena kunjungan inilah 

secara resmi OKI dapat dikatakan menjadi pihak ketiga yang melakukan intervensi guna mencapai 

resolusi konflik di Thailand Selatan. Kunjungan OKI ke Thailand Selatan ditujukan untuk 

meninjau secara langsung kondisi yang dialami oleh masyarakat Muslim Melayu di wilayah 

Selatan. Sekretaris Jenderal OKI mengutus delegasi yang terdiri atas: Dr. Oumar Jah, Penasehat 

Sekretaris Jenderal; Duta Besar Abdullah Kharbash, Direktur Departemen Masyarakat Muslim 

dan Minoritas non-anggota OKI; Mr. Taher Seif, Direktur Departemen Minoritas dan Komunitas 



Muslim; Mr. Ahmed Ibrahim, wartawan dan fotografer di kantor berita internasional Islam. 

Delegasi khusus ini dipimpin oleh Duta Besar Syed Qasim Al-Masri, mantan asisten Sekretaris 

Jenderal OKI dan Ahli Hak Asasi Manusia Internasional. Hasil dari pengamatan delegasi ini 

disampaikan dalam Konferensi Menteri Luar Negeri yang berlangsung di Sana’a, Yaman pada 

akhir Juni 2005. 

Delegasi OKI diizinkan menggunakan kantor pemerintahan yang berada di Thailand 

Selatan. Selain lebih dekat dengan lokasi kekerasan terjadi, penempatan kantor sementara delegasi 

OKI ini juga berguna untuk meninjau dan meredakan hambatan yang mungkin terjadi untuk 

mewujudkan negosiasi yang memungkinkan bagi Muslim di wilayah Selatan untuk menikmati 

hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini juga bertujuan untuk menghentikan tindakan kekerasan 

aparat keamanan atas penindasan yang mereka lakukan kepada warga Muslim. Dengan begitu 

delegasi dapat mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Thailand dengan tetap menghormati 

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Thailand. 

Pimpinan delegasi, Al-Masri, menegaskan akan mengambil tindakan yang diperlukan agar 

pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dapat dihukum dan korban mendapatkan kompensasi. 

Pimpinan delegasi juga menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk mencegah terulangnya 

pelanggaran atau aksi kekerasan di Thailand yang menyangkut komunitas Muslim pada kemudian 

hari. Dalam kunjungan OKI ke Thailand, delegasi Thailand menyebutkan bahwa pemerintahnya 

akan berkomitmen untuk sepenuhnya bekerjasama dengan OKI untuk menemukan cara dan sarana 

dalam memecahkan masalah Muslim di Thailand Selatan dan meningkatkan kualitas kehidupan 

mereka (Organisation of Islamic Cooperation, 2005). 

Berkenaan dengan kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI untuk melakukan resolusi 

konflik, tim delegasi OKI memulainya dengan pengumpulan fakta-fakta. Dari data yang mereka 

temukan, tim delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di Thailand bukanlah berakar dari 

diskriminasi agama. Namun, kerusuhan berakar pada pengabaian budaya di wilayah Selatan. Hal 

ini yang memicu konflik terjadi di Thailand Selatan. Oleh karena itu, Al-Masri menegaskan bahwa 

Pemerintah Thailand harus mengizinkan kepada masyarakat Muslim Melayu untuk 

mengembangkan budaya dan bahasa mereka. 

Setelah kunjungan OKI ke Thailand Selatan, Sekretaris Jenderal OKI terus mengamati dan 

memantau situasi yang terjadi di Thailand Selatan. Namun, konflik di Thailand Selatan belum 



sepenuhnya teredam. Hingga pada 18 Oktober 2005, OKI lebih serius lagi mengusahakan agar 

konflik kekerasan tidak terulang kembali dengan mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap 

konflik di Thailand Selatan. Menurut Sekretaris Jenderal, untuk mengatasi konflik di Thailand 

Selatan harus segera dilakukan dialog damai agar aspirasi yang positif dari masyarakat Thailand 

Selatan dapat tersampaikan. Sehingga mereka dapat mempertahankan dan mengekspresikan 

identitas budaya mereka dan mengelola urusan lokal yang dijamin oleh Pemerintah Thailand. 

Sekretaris Jenderal juga menegaskan kembali bahwa penting untuk menghormati hak asasi 

manusia terutama di Thailand bagian Selatan. 

Respons positif diberikan oleh Pemerintah Thailand. Dalam jumpa pers yang dilakukan 

oleh OKI pada November 2006, Sekretaris Jenderal OKI menyambut baik langkah-langkah 

konstruktif yang diambil oleh Perdana Menteri Thailand, Surayud Chulanod untuk mencapai 

tujuan damai dan adil untuk permasalahan di Thailand Selatan dengan negosiasi. Perdana Menteri 

juga meminta maaf kepada masyarakat Muslim Thailand Selatan atas kesalahan yang dilakukan 

oleh pemerintahan sebelumnya yang banyak memakan korban. Perdana Menteri juga menyelidiki 

orang hilang sejak kerusuhan tahun 2004. Pedana Menteri bersedia untuk menyelesaikan masalah 

atas dasar negosiasi dan melakukan pemulihan Dewan Administrasi Provinsi Selatan 

(Organisation of Islamic Cooperation, 2006). 

Melihat kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand tersebut, Sekretaris Jenderal 

yakin untuk menemukan solusi damai atas konflik yang terjadi di Thailand bagian Selatan ini. 

Sekretaris Jenderal OKI juga menyatakan kesiapan OKI untuk berkontribusi dengan semua cara 

dan sarana yang memungkinkan untuk mencapai perdamaian yang diinginkan. Sekretaris Jenderal 

kembali menegaskan bahwa pihak OKI bersedia melaksanakan kegiatan kerjasama dengan 

Thailand untuk membangun keamanan dan kestabilan di Thailand Selatan. 

Pada tahun 2007 Pemerintah Thailand mengundang langsung Sekretaris Jenderal OKI, 

Ihsanoglu, untuk berkunjung ke Thailand. Kunjungan resmi perdana Sekretaris Jenderal ini 

berlangsung pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2007. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris 

Jenderal diterima oleh Perdana Menteri Thailand, Jenderal Surayud Chulanod; Dewan Keamanan 

Nasional, Jenderal Sonthi Boonyaratglin; Menteri Luar Negeri, Mr. Nitya Phibulsongkram; dan 

Menteri Dalam Negeri, Dr. Surin Pitsuwan. Sekretaris Jenderal juga mengunjungi Yayasan Islamic 

Center of Thailand (FICT) dan berdiskusi dengan perwakilan dari komunitas Muslim. 



Pada diskusi dengan Pemerintah Thailand, Sekretaris Jenderal mengungkapkan 

keprihatinan yang mendalam dari OKI atas situasi di wilayah Selatan. Dalam diskusi tersebut, 

Sekretaris Jenderal OKI menyarankan Pemerintah Thailand untuk mempercepat proses yang 

berkelanjutan dari akuntabilitas sebagai sarana membangun kepercayaan Muslim Melayu dan 

untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar atas urusan mereka sendiri dalam ruang 

lingkup konstitusi Thailand. Atas saran dari Sekretaris Jenderal, Pemerintah Thailand menjamin 

untuk bertekad menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Thailand bagian Selatan. 

Selain itu, delegasi OKI juga meminta Pemerintah Thailand untuk menyediakan fasilitas 

pendidikan di daerah dengan memasukan mata pelajaran Islam ke dalam kurikulum pendidikan. 

Pemerintah juga diminta untuk mengizinkan umat Muslim menerapkan hukum syariat di dalam 

keluarga (urusan perdata). Kemudian, Sekretaris Jenderal meminta Pemerintah Thailand untuk 

mengumumkan amnesti umum bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan di wilayah Selatan. 

Pada akhir pertemuan, baik OKI maupun Pemerintah Thailand saling memuji satu sama lain. 

Kedua pihak memutuskan untuk memperdalam kerjasama. OKI dan Pemerintah Thailand prihatin 

atas konflik kekerasan yang terjadi hingga banyak menimbulkan korban tewas, baik yang Muslim 

maupun non-Muslim, dan menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh digunakan sebagai alat 

pemecah masalah (Organisation of Islamic Cooperation, 2007). 

Dalam menangani isu Muslim Pattani, OKI tidak hanya berusaha bersikap kooperatif 

dengan Pemerintah Thailand guna mencari solusi untuk Thailand Selatan. Pada tahun 2009, OKI 

juga berupaya  mengikutsertakan kelompok Muslim Melayu  ke dalam proses perdamaian. 

Pertemuan OKI dengan kelompok tersebut dimulai dari PULO. Presiden PULO, Al Haj Abu Yasir 

Fikri diundang ke Kesekretariatan OKI di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 18-19 April 2009. 

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PULO menyebutkan bahwa untuk memahami 

permasalahan yang terjadi di Thailand Selatan, semua pihak harus melihat akar permasalahan yang 

lebih mendalam. Pemerintah Thailand melihat wilayah Selatan sebagai bagian dari wilayahnya, 

namun gerakan-gerakan pembebasan melihat Pemerintah Thailand sebagai kekuatan kolonial yang 

menduduki tanah mereka dengan cara paksa. Untuk memahami Isu Muslim Pattani ini, perwakilan 

PULO memberikan empat poin penting untuk memahaminya, yaitu: 

1. Konflik antara gerakan pembebasan nasional untuk kemerdekaan Pattani dan 

Pemerintah Thailand adalah tentang mempertahankan wilayah Selatan Thailand. 



2. Akar konflik di wilayah tersebut berasal dari keputusan Pemerintah Thailand untuk 

menghapuskan Kesultanan Melayu Pattani pada tahun 1902. 

3. Bahasa, adat istiadat, dan budaya mayoritas masyarakat di wilayah Thailand 

Selatan berbeda dengan mayoritas rakyat Thailand. Di dareah Thailand Selatan 

sekitar 90% dari populasi masyarakatnya adalah Muslim Melayu dengan 

masyarakat Siam Buddha sebagai minoritas. 

4. Tidak adanya pengakuan keberadaan etnis Melayu, dan menolak identitas mereka 

sehingga menimbulkan hambatan yang besar untuk hidup berdampingan secara 

damai. 

Berdasarkan penjelasan akar konflik diatas, perwakilan PULO memberikan enam solusi 

untuk permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Dalam kasus Patani, tampaknya tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah jika 

itu sepenuhnya berada di tangan rakyat Patani dan Pemerintah Thailand. Inilah 

sebabnya mengapa intervensi internasional dalam bentuk pemerintah eksternal atau 

PBB diperlukan. Ada beberapa yang berpendapat bahwa kehadiran eksternal akan 

mengganggu urusan dalam negeri Thailand tetapi kami percaya bahwa karena 

Patani berada di bawah pendudukan kolonial dan rakyatnya berjuang untuk 

mendapatkan kembali hak penentuan nasib sendiri, ini tidak akan menjadi masalah. 

Oleh karena itu intervensi eksternal tidak boleh dilihat sebagai pengganggu urusan 

dalam negeri Thailand. 

2. Pada tahap pertama Pemerintah Thailand harus memberikan status khusus pada 

wilayah Selatan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan 

kebebasan yang lebih untuk masyarakat Thailand Selatan dalam mengelola urusan 

internal mereka. Langkah ini tidak akan bertentangan dengan Konstitusi Thailand. 

Daerah yang sudah diberikan status khusus di Thailand adalah Bangkok dan Pataya. 

3. Masyarakat etnis Melayu meminta pengakuan terhadap Pemerintah Thailand 

sebagaimana Pemerintah Thailand telah mengakui etnis China. Dengan tidak 

adanya pengakuan etnis Melayu sampai saat ini, hal ini membuat masyarakat etnis 

Melayu meragukan niat tulus Pemerintah Thailand untuk hidup berdampingan 

secara damai dengan masyarakat Muslim Thailand Selatan. Selain itu, Pemerintah 



Thailand harus mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa resmi wilayah Selatan 

agar kitab-kitab berbahasa Jawi (Bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab) 

dapat digunakan. 

4. Pengakuan untuk hukum Islam di wilayah Melayu Islam, khususnya di bidang 

hukum perdata berdasarkan Islam. 

5. Masyarakat di wilayah Patani akan memiliki referendum di bawah pengawasan 

internasional untuk menentukan nasib mereka sendiri, apakah mereka ingin 

menjadi bagian dari Thailand atau mencapai kemerdekaan dari Thailand. 

6. Thailand ingin mengurangi peran dari Pattani United Liberation Organization 

(PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) namun pada saat yang sama 

Thailand memberikan kredit kepada RKK (unit-unit tempur kecil). RKK bukanlah 

organisasi, namun mereka adalah kelompok kecil yang bergerak di desa-desa. 

Namun kelompok ini merupakan bagian dari organisasi pembebasan lainnya di 

Thailand Selatan. Abu Yasir mengatakan bahwa jika ingin perdamaian terjadi di 

Thailand Selatan, maka Pemerintah Thailand harus masuk meja perundingan 

kelompok pembebasan lainnya yang sudah terorganisir. 

Setelah mendengarkan pandangan dan komentar dari perwakilan PULO, OKI 

mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 23-25 Mei 2009 di Damaskus, Suriah, yaitu: 

1. Sebelumnya OKI dan Pemerintah Thailand telah membentuk kerjasama pada 

pertemuan mereka pada Mei 2007. Pemerintah Thailand berkomitmen untuk 

membuat langkah-langkah menuju resolusi dalam permasalahan Muslim di Thailan 

Selatan dengan mengatasi semua aspek dan memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk mengambil alih urusan internal, menikmati kekhasan budaya dan 

bahasa mereka dan mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Namun, OKI 

mengungkapkan keprihatinnya atas kurangnya kemajuan dalam komitmen yang di 

bentuk oleh Pemerintah Thailand hampir dua tahun setelah kesepakatan keluar. 

2. Sekretaris Jenderal akan melakukan kontak dengan Pemerintah Thailand, 

mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan kuat dengan 

Thailand untuk membantu negara tersebut mengimplementasikan secara penuh 

kesepakatan yang telah terbentuk  yang akan memberikan kontribusi dalam 



mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan (Pattani Independence News Agency 

(PINA), 2009). 

Berdasarkan poin terakhir diatas, negara anggota OKI yang memiliki kedekatan dengan 

Thailand terkait konflik wilayah Selatan adalah Malaysia. Terlepas dari kepentingan nasional yang 

dimainkan Malaysia sebagai negara berdaulat, dalam konteks ini peran Malaysia adalah sebagai 

anggota OKI yang turut terlibat memecahkan persoalan bersama OKI, terutama membuka saluran 

komunikasi dengan kelompok pembebasan yang lain. Hasil dari proses dengan melibatkan 

Malaysia ini baru terlihat pada tahun 2013 ketika Thailand akhirnya mau berdialog dengan BRN, 

salah satu kelompok pembebasan yang didekati oleh Malaysia untuk proses damai. 

Realisasi proses damai dengan mengikut sertakan Malaysia ini dimulai pada 8 Juni 2009 

ketika perwakilan Thailand, Abhisit Vejjejiva pertama kali mengunjungi perwakilan Malaysia, 

Najib Razaq di Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi kekhawatiran di 

wilayah Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk memberikan kesempatan 

kepada para pemuda untuk mencapai perdamaian. Thailand dan Malaysia juga sepakat untuk 

bekerjasama di bawah naskah yang dikenal dengan naskah tiga E, yaitu pendidikan 

(education),pekerjaan (employment), dan kewirausahaan (entrepreneurship) (Funston, 2010). 

Untuk mengulangi komitmen terhadap masyarakat Muslim dan minoritas Muslim yang 

berada di non-negara anggota OKI dan untuk menawarkan bantuan serta berkontribusi terhadap 

permasalahan negara tersebut, khususnya OKI, sebagai lanjutan atas perundingan sebelumnya, 

OKI mengeluarkan Resolusi NO.1/37-MM pada tahun 2010. Pada butir 16 hingga 22 resolusi 

tersebut dinyatakan bahwa OKI: 

1) Menyambut kontak dan diskusi yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal dengan 

perwakilan dari Pemerintah Thailand untuk mencari penyelesaian damai bagi 

wilayah Selatan; memuji sikap pemerintah baru untuk memberikan prioritas 

maksimum untuk resolusi damai; serta menekankan unsur-unsur dasar untuk 

mencapai penyelesaian yang harus mencakup pengakuan budaya, memberikan 

hormat terhadap tradisi mereka, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial 

untuk wilayah Selatan. 



2) Menegaskan kembali bahwa tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses yang 

melibatkan perwakilan dari Muslim Thailand Selatan dan rencana tersebut harus 

disertai dengan rekonsiliasi nasional. 

3) Sekretaris Jenderal meminta untuk melanjutkan hubungan dengan Pemerintah 

Thailand guna mengembangkan hubungan bilateral dan mendesak Pemerintah 

Thailand untuk memperbaiki hubungan dengan Muslim Thailand Selatan dengan 

mencari akar permasalah tersebut. 

4) Menunda pertimbangan resolusi Dewan Menteri Luar Negeri sampai pertemuan 

antara Sekretaris Jenderal dan Pemerintah Thailand bertemu. 

5) Menghimbau semua pihak yang terlibat konsultasi dengan Pemerintah Thailand 

untuk menempa platform terkoordinasi guna melengkapi upaya mencari 

perdamaian serta stabilitas di Thailand Selatan. 

6) Menyambut usulan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan lokakarya tentang 

resolusi konflik di Thailand Selatan dalam konsultasi dengan Pemerintah Thailand, 

serta untuk mempertimbangkan model resolusi konflik yang telah berhasil 

diterapkan di negara lain untuk Thailand Selatan. 

7) Menyambut janji Duta Besar Qassim Al-Masri untuk pengelolaan dialog dengan 

Pemerintah Thailand (Organisation of Islamic Cooperation, 2010). 

Berbagai resolusi dan upaya yang telah dilakukan OKI serta kerjasama dengan Pemerintah 

Thailand belum mampu meredamkan konflik yang terjadi. Pada tahun 2012, ledakan kembali 

terjadi di wilayah Yala dan Narathiwat yang mengakibatkan 7 orang tewas dan lainnya luka-luka. 

Melihat kejadian ini, OKI kembali menyayangkan aksi teror tersebut. Berdasarkan jumpa pers 

yang pernah dilakukan OKI dan Pemerintah Thailand pada 1 Mei 2007, OKI telah melarang keras 

aksi teror yang menewaskan masyarakat yang tidak bersalah, menyebabkan banyak korban, serta 

kerugian ekonomi. OKI menegaskan kembali akan memperluas kerjasama dengan Thailand yang 

statusnya negara pengamat OKI guna menciptakan perdamaian dan ketenangan di provinsi 

perbatasan Thailand Selatan (Organisation of Islamic Cooperation, 2012). 

Pada tanggal 6 Juli 2013, Sekretaris Jenderal OKI bertemu dengan Perdana Menteri 

Thailand,Yingluck Shinawatra di Istanbul. Dalam pertemuan tersebut, pejabat tinggi Thailand 

lainnya juga hadir seperti Wakil Perdana Menteri Thailand, Surapong Tovichakchaikul, Menteri 



Luar Negeri dan pejabat senior pemerintah lainnya. Diskusi ini memfokuskan pada situasi 

Thailand Selatan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. 

Perdana Menteri Thailand menyatakan kepada Sekretaris Jenderal bahwa pemerintahannya 

berkeinginan untuk terlibat secara positif dengan OKI mengenai masalah di Provinsi Perbatasan 

Selatan dan menekankan keinginannya untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di wilayah 

tersebut. 

Selain itu, Perdana Menteri menginformasikan bahwa pemerintah sedang melakukan 

proses pengangkatan darurat hukum di wilayah Selatan. Kemajuan juga telah dicapai dalam bidang 

pendidikan dimana pemerintah mendukung sekolah dan pusat-pusat pembelajaran agama yang 

melayani penduduk setempat telah didirikan di Selatan di awal tahun 2013. Perdana Menteri 

kembali menegaskan ingin terlibat dalam solusi damai untuk permasalahan Thailand Selatan. 

Untuk itu pemerintah mengharapkan dukungan OKI dalam proses perdamaian tersebut. 

Pemerintah juga membuat kesepakatan dengan kelompok pembebasan untuk gencatan senjata 

selam bulan Ramadhan berlangsung. 

Sekretaris Jenderal mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas ungkapan niat 

baiknya. OKI mendorong pihak berwenang Thailand untuk mempercepat proses langkah-langkah 

pembangunan kepercayaan yang sedang berlangsung dan untuk mengatasi akar penyebab masalah 

melalui pendekatan komprehensif. OKI juga menyambut dengan positif sebagai langkah maju dan 

sekali lagi menyatakan siap untuk membangun kepercayaan, dialog dan pembangunan ekonomi di 

daerah melalui dukungan dari berbagai instansi Bank Pembangunan Islam (IDB). OKI 

menegaskan bahwa posisi mereka disini adalah untuk mendukung semua inisiatif damai yang 

menjamin hak asasi warga negara dan mengembangkan saling pengertian, dialog, dan kerjasama 

untuk kemajuan seluruh masyarakat Thailand (Organisation of Islamic Cooperation, 2013). 

Setelah pertemuan Sekretaris Jenderal OKI dengan Perdana Menteri di Istanbul pada 6 Juli 

2013, OKI mengeluarkan Resolusi No. 1/40 MM tahun 2013 pada pertemuan ke-40 Dewan 

Menteri Luar Negeri di Conakry, Republik Guinea. Dalam butir 14 hingga 16 resolusi tersebut 

dinyatakan bahwa OKI: 

1) Memuji upaya Sekretaris Jenderal, Pemerintah Thailand, dan perwakilan dari 

penduduk Muslim Thailand Selatan dan memberikan mereka kesempatan untuk 

mengelola urusan internal mereka, mempertahankan budaya, bahasa, dan agama 



serta mengelola sumber daya alam tanpa mengabaikan konstitusi dan integritas 

teritorial negara. 

2) Menyambut penandatanganan Konsesus Umum Proses Dialog Perdamaian antara 

Pemerintah Thailand dan perwakilan dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada 

tanggal 28 Februari 2013. Panggilan dialog ini mewakili Muslim Thailand Selatan 

berdasarkan program yang jelas untuk memahami semua isu tentang Islam. 

3) Himbauan kepada Pemerintah Thailand untuk melakukan yang terbaik dan 

memperluas dialog guna mencapai keadilan dan solusi permanen untuk 

permasalahan ini sesuai dengan siaran pers (pressrelease) tahun 2007 

(Organisation of Islamic Cooperation, 2013). 

Pada tahun 2013, Malaysia selaku anggota OKI kembali berperan sebagai fasilitator antara 

Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Pertemuan ini dilaksanakan pada 

tanggal 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan ini BRN memiliki lima tuntutan 

kepada Pemerintah Thailand, yaitu: 

1) Pengakuan BRN sebagai perwakilan rakyat Muslim Thailand Selatan. 

2) Pengangkatan Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator. 

3) Keterlibatan negara-negara ASEAN, OKI, dan LSM dalam proses perdamaian. 

4) Pengakuan keberadaan dan kedaulatan bangsa Melayu Pattani. 

5) Pembebasan semua pejuang Pattani dari penjara (McCargo, 2014). 

Upaya OKI untuk mewujudkan kondisi yang lebih stabil  di Thailand Selatan terus 

berlanjut hingga tahun 2015. Pada tahun tersebut OKI mengeluarkan Resolusi No. 1/42 tahun 

2015, dimana OKI kembali memuji upaya yang dilakukan antara Sekretaris Jenderal, Pemerintah 

Thailand, dan perwakilan Muslim Thailand Selatan. Poin tambahan di resolusi tersebut terdapat 

pada butir 19, yang menyatakan dukungan OKI untuk kelanjutan proses dialog damai antara 

Pemerintahan Thailand dan perwakilan dari komunitas Muslim di Thailand Selatan dengan 

Malaysia sebagai fasilitator, dan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan langkah-langkah 

membangun rasa saling percaya dalam memulai dialog ini (Organisation of Islamic Cooperation, 

2015). 



Dilihat dari perkembangan sejak tahun 2005, dimana OKI berhasil membuka saluran-

saluran komunikasi dengan pihak yang berkonflik, maka dapat dikatakan peran dan fungsi OKI 

sebagai organisasi internasional sudah tercapai. Pertemuan-pertemuan yang terus berlangsung 

antara OKI dan Pemerintah Thailand mendapatkan respons positif dari pihak Thailand yang 

mempercayai OKI sebagai pihak mediator. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok 

pembebasan, yang saat pertemuannya diwakilkan oleh PULO. Pertemuan ini menghasilkan adanya 

upaya dan keinginan untuk penyelesaian, baik dari pihak Pemerintah Thailand, maupun pihak 

kelompok pembebasan. Awalnya OKI berperan sebagai mediator pasif, dimana OKI hanya 

bertemu satu pihak  dan waktu yang lain OKI juga bertemu dengan pihak lain. Namun, saat OKI 

menunjuk Malaysia sebagai fasilitator untuk permasalahan di Thailand Selatan, perubahan positif 

pun mulai terjadi. 

OKI terus memonitor konflik yang terjadi dan berusaha menahan tindakan kekerasan yang 

terjadi antara Muslim Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand. OKI mengeluarkan resolusi 

yang merupakan hasil pemantauan mereka terhadap perkembangan konflik di Thailand Selatan. 

Resolusi tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, 2013, dan 2015. OKI berupaya menjaga agar 

kerusuhan tidak terjadi kembali dan mengancam akan melakukan hukuman terhadap pihak yang 

melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, setiap pernyataan nya, OKI selalu menekankan bahwa 

Pemerintah Thailand harus memberikan kebebasan kepada masyarakat Muslim Thailand Selatan 

untuk menggunakan budaya dan bahasa mereka sendiri. Kemudian, OKI juga mendukung setiap 

tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam mengupayakan perdamaian.  

KESIMPULAN 

 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi terbesar kedua setelah 

Perserikatan Bangsa-bangsa dengan beranggotakan 57 negara tersebar lebih dari empat benua. Ini 

adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi yang bersifat antarpemerintah ini berupaya untuk 

menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian 

internasional dan harmoni antar berbagai orang di dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan 

keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijryah (25 

September 1969) setelah pembakaran Mesjid Al-Aqsa, Yerusalem. OKI sendiri memiliki prinsip 

organisasi yang pada dasarnya untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara terutama 

negara Muslim. 



OKI memiliki misi yaitu  melindungi hak-hak Muslim minoritas di negara-negara non-

anggota. Sebagai salah satu Organisasi Internasional yang fokus pada isu hak asasi kelompok 

Muslim minoritas, OKI terlibat pada konflik yang terjadi antara Pemerintah Thailand dengan 

Muslim Pattani. Pada tahun 2005 OKI berkunjung ke Thailand Selatan untuk meninjau secara 

langsung kondisi yang dialami oleh masyarakat Muslim di Thailand Selatan. Sesuai dengan 

kerangka kerja yang dimiliki OKI untuk melakukan resolusi konflik, tim delegasi menyimpulkan 

bahwa kerusuhan di Thailand bukanlah berakar dari diskriminasi agama. Akan tetapi, kerusuhan 

berakar pada pengabaian budaya wilayah di Selatan. 

Selain itu, OKI juga membantu pembangunan masyarakat sipil di Thailand Selatan 

dilakukan dengan memperbaiki struktur internal Thailand yang kiranya dapat memperbaiki 

stratifikasi etnis di tengah masyarakat. Namun, sebagai pihak ketiga dan organisasi internasional 

yang menghormati kedaulatan sebuah negara, OKI melakukannnya sesuai dengan kapasitasnya 

yaitu lewat saran-saran konstruktif OKI kepada Pemerintah Thailand. Hal ini tidak lepas dari 

penyebab konflik yang dipahami oleh OKI berdasarkan tim pencari fakta OKI di Thailand Selatan.  

Ada dua tuntutan dan saran OKI kepada Pemerintah Thailand, yaitu: pemberian otonomi 

khusus kepada Thaialnd Selatan yang diduduki oleh Muslim Melayu dan pemberian perlindungan 

dan pengawasan hak asasi manusia di Thailand Selatan. Dengan begitu secara struktural 

masyarakat etnis Melayu dapat hidup berdampingan dengan mayoritas masyarakat Buddha tanpa 

harus mencederai kedaulatan dan integritas Thailand sebagai sebuah negara. Pemberian sebatas 

otonomi ini tampak pada sikap OKI yang sampai saat ini tidak pernah mendukung kelompok 

pembebasan untuk membentuk negara sendiri, meskipun pernah disuarakan oleh PULO 

dihadapkan OKI pada pertemuan tahun 2009. 

Setelah melakukan pengumpulan fakta dan mendengarkan argumen dari Pemerintah 

Thailand dan perwakilan kelompok Muslim minoritas, pada 23 Mei 2009 di Damaskus, OKI 

mengeluarkan rekomendasi yang intinya mengundang negara-negara anggota yang memiliki 

hubungan kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut mengimplementasikan secara 

penuh kesepakatan yang telah terbentuk yang akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan 

perdamaian di Thailand Selatan. Dalam hal ini adalah Malaysia yang  kedepannya akan menjadi 

mediator dan fasilitator dalam negosiasi antara Pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok 

Muslim minoritas. 



OKI terus memonitor konflik yang terjadi dan berusaha menahan tindakan kekerasan yang 

terjadi antara Muslim Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand. OKI mengeluarkan resolusi 

yang merupakan hasil pemantauan mereka terhadap perkembangan konflik di Thailand Selatan. 

Resolusi tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, 2013, dan 2015. OKI berupaya menjaga agar 

kerusuhan tidak terjadi kembali dan mengancam akan melakukan hukuman terhadap pihak yang 

melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, setiap pernyataan nya, OKI selalu menekankan bahwa 

Pemerintah Thailand harus memberikan kebebasan kepada masyarakat Muslim Thailand Selatan 

untuk menggunakan budaya dan bahasa mereka sendiri. Kemudian, OKI juga mendukung setiap 

tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam mengupayakan perdamaian.  

Peran OKI sebagai organisasi internasional selalu mengupayakan pertemuan agar OKI 

mengetahui perkembangan konflik. Hal ini dilakukan OKI agar arus konflik mereda dan 

mengurung konflik agar tidak meluas. Monitoring juga terus dilakukan OKI, bahkan pada saat 

Malaysia berperan sebagai fasilitator pertemuan Pemerintah Thailand dan BRN. OKI 

mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dan BRN ini agar terus berlangsung 

dalam dialog damai. Insiden-insiden kecil masih terjadi di Thailand Selatan. Namun, fase konflik 

sejak tahun 2004 menunjukan penurunan hingga sekarang. 
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